GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR %4 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,

transparansi dan  akuntabilitas  penyelenggaraan
pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka
diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Unit
Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,
Menteri/Pimpinan  Lembaga/Kepala Daerah dapat
menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah dengan Peraturan Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); /L



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43
Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (ULP] Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2012 Nomor 043};

5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 116/KEP/HK/2016 tentang Pengangkatan
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sekretaris,
Kepala Seksi dan Staf Pendukung serta Anggota Pokja
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PADA  UNIT LAYANAN
PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

L.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yvang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjalankan sebagian
kewenangan Pengguna Anggaran. L



10.

11

12,

Ik

14,

13.

16.

Pejabal Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit
Layanan Pengadaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala ULP adalah Kepala ULP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sckretaris ULP adalah Sckretaris ULP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah Kelompok Kerja
yang ditunjuk oleh Kepala ULP untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh POKJA ULP
yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak
dalam proses pengadaan barang/jasa.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah aparat yang melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi.

Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnva disebut Penyedia adalah badan
usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa secara eclektronik yang selanjutnya
disingkat LPSE adalah LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Umum Pengadaan selanjutnya disingkat RUP adalah informasi
umum yang berisi uraian nama pekerjaan pengadaan barang/jasa, besaran
pagu, sumber dana dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Rencana Pelaksanaan Pengadaan selanjutnya disingkat RPP adalah
dokumen yang berisi hasil kajian ulang terhadap RUP, kebijakan umum
pengadaan, rencana penganggaran biaya pengadaan, Kerangka Acuan Kerja
vang sudah dilaksanakan.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. L




(1)

(2)

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a. sebagai pedoman bagi ULP Provinsi NTT dalam melaksanakan pelayanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan

b. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a. memberikan deskripsi dan instruksi tentang proses pelayanan pengadaan
barang/jasa secara efisien dan efektif;

b. memberikan layanan pengadaan barang/jasa yang berkualitas;

c. memberikan kejelasan dan kepastian persyaratan dan tahapan proses
pengadaan barang/jasa kepada pengguna dan penyedia barang/jasa;

d. memberikan jaminan terhadap ketepatan wakiu pelayanan pengadaan
barang/jasa; dan

e. menyediakan informasi prosedur pengadaan Dbarang/jasa yang
transparan dan dapat dipercaya, mulai dari persiapan, pelaksanaan

sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa.

BAB II
JENIS SOP

Pasal 3

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. SOP Internal; dan

h. SOP External.

SOP internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah SOP yang
mengatur proses pengadaan barang/jasa yang sebagian besar tahapan
prosesnya berada dalam batas kewenangan ULP Provinsi NTT.

SOP external sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah SOP yang
mengatur proses pengadaan barang/jasa yang sebagian besar prosesnya
berada diluar batas kewenangan ULP Provinsi NTT dan melibatkan para
pemangku kepentingan, baik pengguna maupun pelanggan pengadaan

barang/jasa. L



(3)

(1)

(2)

Pasal 4

SOP internal terdiri dari:

a. SOP Pengelolaan Jawaban Sanggabh;

b. SOP Penerimaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Penetapan
Kelompok Kerja;

c. SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran,

d. SOP Pemelihan Peyediaan Barang/Jasa metode Pascakualifikasi 1
Sampul;

e. SOP Permintaan User ID Anggota POKJA ULP,;

f. SOP Setting Pakct Lelang;

g. SOP Manajemen Risiko; dan

h. SOP Pengelolaan Arsip.

SOP eksternal terdiri dari:

a. SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;

b. SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. SOP Penyerahan Hasil Proses Lelang.

SOP Internal dan SOP Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan

Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan untuk pengadaan langsung vang
nilainya di bawah dua ratus juta rupiah (Rp 200.000.000,-) dan untuk paket
pekerjaan swakelola menggunakan SOP ini.

Proscs Pengadaan melalui sistem Pembelian Langsung (e-purchasing),
sayembara dan kontes yang tidak diatur dalam SOP ini menggunakan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. L



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 okicteR 2016 /

hj' GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

.L FRANS LEBU

Diundangkan di Kupang
pada tanggal | oxioger. 2016

SEKREFARIS DAERAH
PROVINSI NUJA TENGGARA TIMUR, q

S

ch FRANSISKUS SALEM
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR O@



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3g  TAHUN 2016
TANGGAL  : /g pAJD GER2016

LAMPIRAN I

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur

Judul SOP Pengelolaan Jawaban Sanggah

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012
2. Peraturan Kepala No. 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa.
2. Memahami tata naskah dinas.
3. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK dan Anggota POKJA.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Klarifikasi Penyedia Barang Jasa 1. Komputer
2. SOP Pengendalian Pengadaan Barang Jasa 2. Koneksi Internet
3. SOP Penerimaan Pelimpahan 3. Kertas
| 4. SOP Pengelolaan Arsip Dokumen Pengadaan Barang Jasa 4. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka jawaban sanggah tidak optimal




S0P Pengelolaan Jawaban Sanggah

Pelaksana Mutu Baku
Tim
7 Ka. Seksi .
No Aktivitas Penyelesaian Persyaratan/
POKJAULP | Hukumdan | Kepala ULP FLS— idien Waktu Output Keterangan
Sanggah Sanggah/ Perlengkapan
Banding
1 Menerima sanggah melalui sisiem aplikasi
SPSE ( ) 20 menit
2 |Melakukan koordinasi berkaitan dengan v - Materi sanggah dari 120 menit  [Draft Jawaban Sanggah
menyusun draft jawaban sanggah | ] aplikasi SPSE
- Dokumen penawaran
penyedia
3 Menyampaikan draft jawaban sanggah ke Draft Jawaban 20 menit
Sekretaris ULP untuk melakukan konsultasi I ’ Sanggah
4. |Melakukan klarifikasi dan koordinasi Draft Jawaban 120 menit
Sanggah
| ' ]
¥ Melakukdn pencermatan dan memberikan d Draft Jawaban 60 menit
masukan jawaban sanggah Sanggah
6 Melaporkan sanggah dan pencermatan . Draft Jawaban 15 menit
jawaban sanggah ke Kepala ULP Sanggah
7 Menerima laporan sanggah. melakukan Draft Jawaban 60 menit  |Jawaban Sanggah
pencermaian atas jawaban sanggah dan Sanggah

mengembalikan jawaban sanggah ke
Sekretaris ULP




Menyampaikan jawaban sanggah kepada Jawaban Sanggah 15 menit  |Jawaban Sanggah

Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa lersampaikan pada Pejabat
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa

Menerima masukan atas draft jawabuan Jawaban Sanggah 30 menit  |Jawaban Sanggah

sanggah dan menjawab sanggahan melalui
aplikasi SPSE

tersampaikan pada aplikasi
dan lerdokumentasi dengan
baik

GUBERNUR NUSA TENGGA IMUR,

1- FRANS LEBU RM




7

Keterka tan:

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2012
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintzh (ULP)
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2012 Nomor 043);

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nemor 132/KEP/HK/2013
tentang Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peralatan/Perlengkapan:

1;

SOP Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

1. Buku Agenda Surat Masuk dan Agenda Surat Keluar

lengkap.

2. SOP Rencana Umum Pengadaan 2. Laptop, Komputer, Printer, Telepon dan Faximile
3. Jaringan Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah | 1. Copy berkas-berkas terkait penyiapan dokumen pengadaan dicatgt dan didata
dibakukan; dan sebagai cata elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat ULP. _
2. Jika dokumen tidak lengkap maka akan dikembelikan untuk dilengkapi | 2. Berkas-berkas terkait psnyiapan dokumen pengadaan qlicatat dan didata sebagai
3. Wakiu proses penctapan POKJA terhitung sejak dokumen dinyatakan data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP.




LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR  : 3¢  TAHUN 2016
TANGGAL : /9 OKIDEER 2016

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan oleh . Gubernur Nusa Tenggara Timur

Penerimaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan

sl aob Penetapan POKJA ULP

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

%

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana
Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan  Presiden Nomor 54  Tahun 2010 tentang
PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;

Peraturan  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing;

1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa.

2. Memahami tata naskah dinas.

3. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK dan Anggota
POKIJA.




SOP Penerimaan Pekerjaan Pengadaan Barang/lasa dan Penetapan Helompok Kerja

Pelaksana Mutu Baku by
s 2 Ka. Biro ;
s Al PA/KPA/ PPK Adm. SBI:JI'S,&HS Kepala ULP | POKJA Perlengkapan Waktu Quiput  |Keterangan
Pernb.
1 Mengirimkan sural permohcnan — Surat Permohonan 1 hari Kelengkapan dokumen:
pelelangan beserta kelengkanan C + Pacet, Dokumen Hard Copy dan Soft Copy
j /e .
dokumcn Pengadaan Rencana Pelaksanaan Dokumen Pengadaan (KAK.
Pegadaan beserla HPS. BoQ, SK PPK.
kelengkapan Dokumen fotocopy DIPA/DPA,
Pergadaan Spesifikasi Teknis dan
Gambar, RUSSK, copy RUP
dan Surat Pernyataan PPK
tentang HPS)

2 Mengirimkan surat permohonan 1. Formulir Check List 1 hari . o
pelelangan bescria kelengkasan Dapat juga d‘hl,‘bung' A
dokumen Pengadaan 5 B s telpon dan email.

a.  Jika lengkap maka dilimjutkan X Kelenpkapan Rencana
kzpada Kepala ULP untuk Pelyksunaun
didisposisi > Peagadaan
b
b.  Jikatidak lengkap dikembalikan
k:pada SKPD untuk dilengkapi
a
3 Mendisposisi permohonan pelelangan - Lembar Disposisi atau I han

Sticky Notes




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Ka. Biro :
PA/KPA/ PPK | Adm. se'ﬂtt:"s Kepala ULP | POKJA |  Perlengkapan Wakiu Oupit  |Keterangan
Pernb.
¥

4 Menyiapkan draft SK POKJA Kiirtas, Komputer dan draft SK

Printer POKIA
5 M B ¥

enet o
etapkan SK POKIA Kertas, K(:rmputcr dan 2 hari K POKJA

Printer

6 Mendistribusikan SK Kepada POKIA - Membawa tanda terima
dan PPK v Amplop. Tanda
_) Terima dan Mesin I hari
L__ Foto Copy

b‘r GUBERNUR NUSA TENGGAR 4 TIMUR, Z

L FRANS LEBU

/




LAMPIRAN Il PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3F  TAHUN 2016

TANGGAL : /AZORTDRER. 2016

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur

Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen

Judul SOP Penawaran

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana

Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan ~ Presiden  Nomor 54  Tahun 2010  tentang
PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering

L

1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa.
2. Memahami tata naskah dinas.
3. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK dan Anggota POKJA.




6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing

Keterkaitan: Peralatan,Perlengkapan:
1. SOP Pembuatan dan Distribusi Surat Undangan 1. Komputer
2. SOP Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) 2. Koneksi Internet
3. SOP User 3. Kertas
4. Alat tulis ~
Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah |
dibakukan dan

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan,
waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

. Copy berkas-berkas terkait penyiapan dokumen pengadaan dicatat dan didata sebagai
data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala ULP.

2. Berkas-berkas terkait penyiapan dokumen pengadaan dicatat dan didata sebagai data

elektronik dan manuzl dalam berkas kearsipan Pokja ULP




SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran

memndaklmyguli usulon memeriksa apukah ada

Pelaksana Mutu Baku
g Peserta
hid S POKJAULP | Pelelangan/| PPK  |KepalaULP| PAIKPA | ©eorsyaratan/ Waktu Output Keterangan
; Perlengkapan
Seleksi
1 Mengadakam Rapat Pemibhan Penvedia Dokumen pengudaun Dokumen Pengunur ian Jika digunokar undangan rapal
{ ] dan Pengadaan yang akan maka terkait SOP Pemhuatan dan
| undangan rapat {(jika ditayangkan pada W:zbsite |Distribusi
digunakan) EJ/L/WI dan Suril Undangsn
Papan Pengumuman
Resmi
2 Menginput data paket pengadaan melalui SPSE Dokumen Pengadaan -Pemaketan Pengadaan Dapat dilakukan pada hari vang
dan mengunmumkannya melalul media vang teluh dimpul puda SPSE sama dengan Tipat persiapan
ditentukan pahng kurang 3 (iga) him kerju alan | -Pengummman Pengodaan |- Media yang tzlah ditentukan
apabila diperfukan melalui media cotak dan / l: | vang ditayangkan pada terdiri dari:
atau elektronik Website KAL/AYI dan website K/L/D/, papan
Papan Pengumuman Resmi |pengumuman tesii serta portal
-Berita Acara Rapat pengadaan nasional melalud LPSE.
Pembuatan Paket - Penayangan pengumuman
Pelelangan dilaksanakan paling kurang
3 itizat hari keoa
k] Memperolch informast paket pengadaan, ; Data penyedia Dafltar penyedia yang Dapal dilakuken dan pengumuman
mencaftar dam mengunduh dokumen pengadaan E :I mendaftar sampai h-1
— batas akhir pemasukan dok
DCTAW
4, 1) Melaksar akan Pemberian Penjelasan Undangan Rayat Kumpulan tanya jawab Terkait SOP Pambuatan dan
Pekerjaan din menampung usulan melakui Penjelasan Pelerjaan pada SPSE (Berita Distribusi Surat Undangan
SPSE. Acara Pemberian (paling cepat 3 han segak tanggul
2) Mendapat penjelasan dan tanya jawab L4 Penjelasan) pengumuman)
melalui SPSE kemudian memasukkan dokumen ‘ l l ‘ Pemasukan documen
PENAWUTAN. penawaran dimulai 1 hari
kerja setelah pamberian
penjelasan dar batas akhir 2
bt suialal swaielacan
5 |Memeriksa 1asil tanva jawab (BAPP) dan Hasil penjelasin Dilakukan peninjau: n Jangka waktu «lisesuaikan
mempertimbangkan kebutuhan "Penjelasan pekeryaan lapangan atau memenkse  |kebutuban
Lamutan deigan Peminjauan Lapan s apakah ada usulan
a) jika va mika dilakukan peninjaw.n lapangan; perubahan Rencaria
b} jika tidak maka dilanjutkan dengan / Pelaksanaan Pengad an

usulan perubahan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan (Spesifikasi Tekms, HPS, atau
runcangun kontrak) pada BAPP

{Spesifikas: Teknis. HPS.
atau rancangan kontrak)
pada BAPP

bl




[ Pelitksana Mutu Baku
: Peserta
Mo Akt POKJAULP |Pelelangan/| PPK  |KepalaULp| pakpa | Fersyaratan/ | . e Output Keterangan
il Perlengkapan
Seleksi
| !
.
6 [Melaksanakan Penjelasan Lanjutan dengan cara Undangan Rapat Berita Auara Pemberian Terkait SOP Pembuatan dan
melakukan Peninjauan Tapan zan . - -k_ Pe jjelasan Lanjutan Penjelossn Lanjutan Disribust Surat Undangar
E | [— (BAPP T anjutan) vang Jar gka waklu disesuaikan
e — diunggal. pada website kebutuhan * Jika dinilai perlu
K/L/Pemda/l dan masing  [Polija bisa didampingi Tini Teknis"
masing dapat diunduh
oleh peserta
7 |Menirjau kembali jika ada usulan perubahun -Hsil Penjelasan Sural Permintaan BAPP memuat penjelasan
Rencaaa Pelaksanaan Pengadan {Spesifikasi Pe<erjaan Persetujuan Perubahan mengena 151 Dokumen
Teknix:, HPS, atau rancangan contrak): - EAPP dan/atau Rencana Pelaksanaan Pengadaan, pertanyaan da
@) Jiks "ada" maka PPK membuat perubahan / BAPP Lanjutan Pengada:n dikirim ke pet erta, jawaban dari Pokja
rencar 4 pelaksanaan pengadam sebelum b - (apabila ada) PPK UILP, perubahan substansi
dituangkan dalam Adendum Dokumen 2 deiumen, hasil peninjanan
Pengadaan; '\\ lapangan, serta keterangar
b Jike "tidak ada" maka dap:t menerima lavinya
dokunien penaweran. a
8  |Menynsun Adendum Dokwnen Pengadaan dan Hausil telnah Adendum Dokumen Adzndum dokumen
mengimggak melalui SPSE. " Pengadann yang akan perigadaan dapat dilakukan
[ .__l: diunggal melalui SPSE berulang paling kurang 2 (han)
— setelum batas akhir pemasukan
dolumen penawaran
9 Menesima dokwmen penawaran Dekumen Penawaran Dokumen Penawaran Dimmlai | hari kerja seteldh
— dan Dokumen dan Dokimen Kualifikasi  |penberian penjelasan, batis
! Kualifikasi uklumya 2 han setelah perjelasan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, £
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LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR - 9  TAHUN 2016
TANGGAL /9 DATSEER. 2016

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOFP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal

Pengesahan

Disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur

Judul SOP Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Metode Pascakualifikasi 1 Sampul

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
2. Peraturan Kepala LKPP No. | Tahun 2015 tentang £-7endering

1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa.
2. Memahami tata naskah dinas.
3. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK dan Anggota POKJA.

2. Segala bentuk peayimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Seleksi dan Klarifikasi Dokumen Penawaran. 1. Komputer
2. SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran 2. Koneksi Internet
3. Kertas
4. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
L. g;lalé?';‘t‘a ?ﬂaﬂgg““g jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan | | - o), berkas-berkas terkait penyiapan dokumen pengadaan dicatat dan didata sebagai
n ditetapkan. data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala ULP.

2. Berkas-berkas terkait penyiapan dokumen pengadaan dicatat dan didata sebagai data
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP




SOP Pemilitan Penyedia Bararg/Jasa Metode Pascakualifikasi 1 Sampul

Felaksana Mutu Eaku
No Aktivitas Persyaratan/ .
K P ' F y u Output Keterangan
POKJA ULP eserta |Kepala ULP PPK APIP A/KPA Perlengkapan Nakt p g
1 Pers apan pembukaan perawaran —_— Komputer, Laptop dan Undangan rapat
( ) ATK dan Dokumen pembukaan & cvaluasi
i Penawaran dok. Penawaran
2 Melaksanakan proses penibukaan POKJA ULP melakukan |
dokrmen penawaran koordinasi dengan PP
barkai tidak.
a.  Jika setelah batas akhir penawaran rkaitan d.e“’?““ .
: ada penyedia vang
tidak ada peserta vasg memasukkan ) i
; memasukan penawara,
dokumen penawaran maka POKJA N | b Dian apabila ada
wt ]memperpanjmg batas akhir perubahan dokumen
i e]\-a pem?s?kan Eenawarzm atan < teknis dari PPK. maka
melakukan lelang ulang proses kembali ke SOF
RPP dan SOP
b, Jika setelah batas akhir pemasukan 1‘:"“3‘“““‘““;‘ o
penawaran ada peserta yang a cmasukan Penawaran
memasukan penawaran, maka
POKJA melanjutkan pembukaan '_
peniawaran [
[
3 |Melaksanakan koreksi ariimatik l—_!__ Dakumen Penawaran Easil Koreksi Aritmat k
4. [Melaksanakan evaluasi administrasi dan

melanjuikan pemeriksaan lebih lanjut
a;

Jika tidak ada pesera vang
memenuhi persyaratan administrasi
maka pelelangan dinyatakan gagal
kemudian dimasukkan dalam Berita
Acara Hasil Pelelan zan
{BAHP/BAHS)

Jika masih ada peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi
maka dilanjutkan dengan evatuasi
teknis

Kertas Ferja Evaluasi
Administrasi atau gagal
lelang

POKJA ULP dapat
melakukan klarifikasi
terhadap hal-hal vang
kurang jelas dan
neragukan

”~




No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

POKJA ULP

Peserta

Kepala ULP

PPK

APIP

PA/KFA

Persyarztan/
Perlengkapan

Waktu

Qutput

Keteriangan

;J

>

Melaksanakan evalnasi teknis

a.

Jika tidak ada peseria yang
memenuhi persyaraian teknis maka
pelelangan dinyatakan gagal dan
dimasukkan kedalar Berita Acara
Hasil Pelelangan (BAHP/BAHS)

Jika masih ada peserta yang
memenuhi persyaraian teknis maka
dilanjutkan dengan svaluzsi harga

Dokwmen Penawaran

Kertas Kerja Evaluasi
Teknis atau gz gal lelang

Melaksanakan evaluasi hirga (termasuk

dida amnya evaluasi kewzjaran harga) dan

men zanalisis harga.

Jika tidak ada pesera ya ng
memenuhi persyaraian harga maka
pelelangan dinvatakan gagal dan
dimasukkan kedalar Berita Acara
Hasil Pelelangan (BAHF/BAHS)
Jika masih ada peseta yang
memenuhi persyaralan teknis maka
dilanjutkan dengan svaluasi
kualifikasi

Dokumen Peniwaran

Kertas Kerja Fvaluasi
Harga atau gazal lelang




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Persyaratan/
] . ’ Waktu Qutput Keterangan
POKJA ULF Peserta |Kepala ULP PPK APIP PAIKPA Perlengkapan utp g
7 Melaksanakan evaluasi kualifikasi kepada LCokumen Penawaran Surat Klarifikasi kepada
calon pemenang dan 2 cadangan (apabila Penerbit dokumen (apabila
ada) kemudian menganalisis kualifikasi diperinkan)
pesera
a, ko bidak ada pesena yang hilus
evaluasi kualifikasi maka pelelangan \
dinyatakan gagal dan dimasukkan | < xt
kedalam Berita Acara Hasil \ /
Pelelangan (BAHP/BAHS) F
b.  Jika masih ada pescta vang ulus a
cvaluasi kualifikasi maka
dilanjutkan dengan sembuktian
kualifikasi dengan rielibatkan
peserta lelang
8 Melitkukan pembuktian kualifikasi sesuai L okumen Penawaran Kertas Kerja Pembuktan |POKJA ULP dapat

dengan dokumen penawaan terhadap
peserta vang tulus evaluasi kualifikasi

a. Jika tidak ada penavaran yang lulus
pembuktian kualifikasi maka
pelelangan dinvatakan pagal
(dimasukkan dalam Berita Acara
Evaluasi Pelelangan (BAHP/BAHS)

b. Jika masth ada penawaran yang
Iulus maka menyusun BAHP/BAHS

K.oalifikasi atan gagal
lelang

kurang jelas dan
meragukan

melakukan klarifikasi
terhadap hal-hal yang




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Persyaratan/
P ! Wakt Qutput Keterangan
POKJA ULP | Peserta |Kepala ULP PPK APIP VKPA Perishgkapan u p g
:/j c\:
9  |Menyusun BAHP/BAHS vang berisi hasil v Kertas Ketja Evaluasi BAHP/BAHS
pelelangan dan Dokumen
Penawaran
10 [Menyatakan bahwa pelelongan dinyatakan
gagol (dan dilakukan tindak Tanjut ,_.L
pelelangan gapal) ( )
11 |Menindaklanjuli pelclangan/seleksi BAHP/BAHS Usulan czlon pemenang  |Ketentuan: a)POKJA ULP

Jika pengadaan bar: ng/pekerjaan
konstruksifjasa lainnya bernilai di
atas 100 Milvar rupiah atau jasa
komsultansi di atas 10 Milyar rupiah
maka penyusunan usulan calon
pemenang dilakukan olch PA/KPA
melalui Kepala ULF dan
ditembuskan kepad: PPK dan APIP.

Jika pengadaan bar: ng/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya bernilai
kurang dari 100 Milyar rupiah atau

mengusulkan calon
pemenang kepada
PA/KPA melalui Kepala
ULP dan ditembuskan
kepada PPK dan APIP
uniuk pengadaan
barang/pekerjaan

|kostruksi/jasa lainnya

bernilai di atas Rp 100
Milvar atau jasa
konsultansi di atas Rp 10
Milvar: b) POKIJA

Ul Pmenetapkan
pemenang untuk
pengadaan
harang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya

jasa konsultansi di tawah 10 Milyar b kurang dari RP 100
rupiah maka POKJA ULP Milvar atau jasa
menetapkan pemenang dan konsultansi di hawah Rp
mengumumkanmya. 10 Milyar

L 4 3 4 L




. Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Persyaratan/
| i A/KP/ u tput. Keterangan
POKJA ULP | Peserta Kepala ULP PPK APIP PA/KPA Perlengkapan Wakt Outp q
12 [1) Menerima usulan czlon pemenang BAHP/BAHS Usulan calon penienang
dan menyerahkanny kepada - .J!
PA/KPA [ —l ) ( D
2} Menyerahkan kepada PPK
3)  Memberi tembusan kcpada APIP
13 [Mencrima usulan calon pemenang BAHP/BAHS. noa Nota dinas kepads APIP  |APIP dapal melakukan
berdasarkan usulan POKJA dinas dan surat usulan dan PPK-Surat Penetapan | pengecekan pada proses
a.  Jika setuju maka PA menetapkan calon pemenang Pemenang pemilihan penyedia
pemenang 3 sebelum PA/KPA
b, Jika tidak setuju dengan usulan / AP PRIRORRS
POKJIA ULP dengan alasan yang \ //
sesuai dengan ketentuan peraturan N
perundang-undangan maka
memetintahkan POIJA ULP
melalui Kepala ULF untuk evaluasi
ulang atau menyatalan pelelangan
gagal
14 [Menerima Surat Penetapin Pemena ng Lembar disposisi dan
dan mendisposisikannya lie POKJA ULP v Sural Penetapan
Pemenang
15 Mengumumkan hasil pelefangan/seleks| v Lembar disposisi dan

Surat Penetapan
Pemenang

Pengurouman peraenang
pada website dan papan
pengumuman res ni




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Persyaratan/
POKJAULP | Pes APIP ) ( terangan
OKJA UL eserta |Kepala ULP PPK PAIKPA Perlengkapan Waktu Jutput Keterang
16 |Menerima pemnyataan uniuk evaluasi Lembar d sposisi dan surat
ulang/lclang gagal dan pernyataan cvaluasi
mendisposisikannya ke POKJA ULP ulang/gagal lelang
|
17  |Melikukan evaluasi ulang atan dilakukan I Persiapan evaluasi
tinduk lanjut pelelangan gagal ( | ulang/lelang gagal
i
18  |Merasa dirugikan atas hasil ! Komputer, Laptop. Surat sanggahan
pem lihan/seleksi dan meayampaikan Printer. jaringan
sanggahan kepada POKJ. ULP Internet dan Sistem
J SPSE
P
19 [Menerima sanggahan dari peserta lelang Kemputer, Laptop, Jawaban Surat Sanggahan
Printer, jaringan
lika sanggahan dinyatakan tidak g:;?e{ dan Sistom
benar maka proses pemilihan
berlanjut sampai dengan penetapan
pemenang, ;
Jika sanggahan dinyatakan benar [
terkait kesahalan evaluasi, maka \
dilukukan evaluasi vlang.
Jika sanggahan benar, kesalahan a b c
pada dokumen atau proses
pengadaan, maka dilakukan
pelelangan ulang
20  |Melakukan pelelangan ulang Terkait SOP

Pengumuman Lelang

———




Pelaksana

Mutu Baku
No Aktivitas . Persyaratan/
P : la ULP > :
OKJAULP | Peserta Kepala U PPK APIP PA/KPA Perlengkapan Waktu Output Keterzngan

21 [Menyampaikan BAHP/BAHS kepada PPK - Surat Pengantar

melalui Kepala ULP BAHP/BAHS
22 [Menerima BAHP/BAHS + Draft SPPRJ
23 PPK menerbitkan SPPB) SPPR]

pT GUBERNUR NUSA TENGGARA PMUR, __l(,

L FRANS LEB1 RA

/)

!

/




LAMPIRANV  PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR - S TAHUN 2016
TANGGAL : /9 DAJDEER. 2016

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur

Judul SOP Permintaan User ID/Password Pokja ULP

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
2. Peraturan Kepala No. 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa.
2. Memahami tata naskah dinas.
3. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK dan Anggota POKJA.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOPRUP 1. Komputer
2. SOPRPP 2. Koneksi Internet
3. Kertas
4. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan | 1. Copy berkas-berkas terkait permintaan user /D dan password dicatat dan didata sebagai data
danditetapkan. elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala ULP

2. Berkas-berkas yang terkait terkait permintaan user ID dan password dicatat dan didata sebagai
data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP




i PELAKSANA MUTU BAKU ]
e ARTIVITAS KEPALA ULP LPSE PPK FOKJAULP | KELENGKAPAN | WAKTU | ourtpUT | KETERANGAN
1. | Mengajukan Formulir permoaonon I hari | Permintaan
permohcnan User ID pembuatan akunPokja/ user ID dan
dan Password SPSE PPKom, SK password
kepada Admin Agency \\ penetapan/ i i
dengan menyerahkan ( pengangkatan Anggota se EE.lp anggota
daftar nama anggota Pokja ULP/PPK dan Pokja ULP/
Pokja ULP/PPK surat penugasan Pokja PPKom dikirim
yang dibuat oleh melalui e-rnail
Kepala ULP
2. | Menerima permohonan Formulir permohonon User 1D dan Tembusen kepada
dan memberikan user ID pembuatan akun password Kepala ULP
dan password kepada Pokja/ PPKom, SK setiap anggota
Pokja ULP/PPKom penetapan/ Pokja ULP/
dengan tembusan pengangkatan Anggota PPKom dikirim
kepada Fepala ULP Pokja ULP/PPK dan melalui e-raail
surat penugasan Pokja
yang dibuat oleh
Kepala ULP
3. | PPKom/Pokja ULP user ID dan password 1 hari User ID dan Tembusen kepada
menerima userlD dan - ey password Kepala ULP
password SPSE C_ ) ( ) diterima
anggota Pckja
1 - i ULP/PPKom

"T GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, z
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LAMPIRAN VI  PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR - X2  TAHUN 2016
TANGGAL 29 05TD8BR. 2016

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal

Pengesahan

Disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur
Judul SOP Setting Paket Lelang

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
2. Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang £-Tendering.

1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa.
2. Memahami tata naskah dinas.
3. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK dan Anggota POKJA.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan Pelimpahan 1. Komputer
2. SOP Pengendalian Pengadaan Barang Jasa 2. Koneksi Internet
3. SOP Mekanisme Rapat 3. Kertas
4. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Apabila tidak dilakukan setting lelang, maka paket pekerjaan belum bisa di
proses menggunakan aplikasi SPSE

Terdokumentasinya Penayangan Paket Lelang




SOP Setting Paket Lelang

Palaksana Mutu Baku
Pejabat Admin
No Aktivitas Fengelola Sekretaris Agency Persyaratan/
epala ULP Admin LP:3
Pangadaan | fPilay ULP NLPSE uLpsstar Perlengkapan Wb e f¥brengan
BearanglJasa Sekretariat
1 Mepgusulkan setting paket lelang heserta ety Form Pendaflaran; Berita
kele 1gkapannya ke Admin Agency ULP ( k| Kaji Ulang; HPS final yang
Yy bertanggal dan
ditandatangan PPK; DPA
20 menit  |dan RUP (untuk pengecekan
kesesuaian nama paket
pekerjaan dan pagu
anggaran); survey pasar
2 |Mengecek Form Pendaftaran Paket Form Pendaftaran; 3crita
beserta Kelengkapau Sctting Kaji Ulang; HPS firal yang
a,  Apabila kelengkapan setting tidak bf.'nanggal gan
; ' ditandatangan PPK DPA
lengkap, maka dike nbalikan ke f
L I A dan RUP (untuk pengecekan
Pejubat Pengelola Pengadaan 1| A g : ——
B ihia kesesuaian nama paket 15 menit
arang/ N pekerjaan dan pagu
b.  Jika sudah lengkap berkas , ansgaran); survey pasar
disampaikan ke Sekretaris ULP |
3. |Mengecek Ulang Form Pendaftaran Paket Form Pendaftaran; 3erita
beserta Kelengkapan Setting Kaji Ulang; HPS final yang
a.  Apabila kelengkapan setting tidak b bertanggal dan
lengkap, maka dike nbalikan ke ditandatangan PPK DPA
Admin Agency ULP / N dan RUP {untuk pengecekan
%, kesesusian nama paket :
\\,/ pekerjaan dan pagy 15 menit
a anggaran); survey pasar
b, Jika sudah lengkap serkas
disampaikan ke Kepala ULP
¥




Pelaksana Mutu Baku
Pejzbat Admin
No Aktivitas Pengeslola Sekretaris . Agency Persyaratan/
al d t
Pengzdaan Kepala LILP ULP Admin LPSE ULP/Staf Perlengkapan Waktu Outpu Keterangan
Barang/Jasa Sekretariat
4. |Menandatangani dokumen setfing paket | Fort Pendaftaran; Berita
lelang Kaji Ulang; HPS final vang
bert: nggal dan
ditardatangan PPK; DPA
P dan RUP (untuk pengecekan 15 menit  [SIK Penetapan POKJA
:I kese;uaian nama paket
pekerjaan dan pagn
__‘j angearan), survey pasar
5. |Menyampaikan form pendafiaran paket Form Pendaftaran
ke LPoE —
e ——
6. Membuat setting kelompok kerja untuk Form Pendaftaran
paket lelang
7. [Melakukan setting paket lelang ) Form Pendafiaran: Berita
Kaji Ulang: HPS final yarig
bertzngeal dan
ditardatangan PPK; DPA
: dan RUP (umtuk pengecekan
‘ kesesaian nama paket
pekerjaan dan pagy
aAngegaran); survey pasar
8. Memberikan informasi setting awal L Prini out infornumsi lelang
dalam bentuk print out (informasi Iclang)
ke Admin Agency
. )
fa—} GUBERNUR NUSA TENGG. IMUR,
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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : _@ TAHUN 2016

TANGGAL - jgORJORER, 2016

LAMPIRAN Vi

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur

Judul SOP Manajemen Risiko

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah

1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa.
2. Memahami tata naskah dinas.
3. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK dan Anggota POKJA.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2. SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

Pustaka risiko

Kriteria dampak dan probabilitas
Format identifikasi risiko

Format analisis risiko

Format rencana penananganan risiko
Format pelaporan

Format konsolidasi

O s e b e




r_Peringzzltan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah | 1. Copy berkas-berkasterkait pengelolaan risikodicatat dan didata sebagai data elektronik
dibakukan dan ditetapkan. dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala ULP.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, | 2. Berkas-berkas terkait penyiapan pengelolaan risikodicatat dan didata sebagai data

waktu maupun output dikategorikan sebagai bentul kegagalan yang elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP.
harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.




SOP Manajemen Risiko

[ Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Risk Risk Steering Persyaratan/
Risk Owner ; Change Age :
k Own Coordinator | Committee hange Agent Perlengkapan Waktu Cutput Keterangan
| Mendapatkan penugasan selaksangan paker Mengacu kepada penngasan pokja
pengadaan ( ) yang akan melaksanakai sehnah
paket pengadaan
2 Melekukan identifikasi risiko awal alaupun + Dokumen pustaka 1 hari Dokumen identifikasi risiko
turunannya atas setiap proses dalam [ - L risiko
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan 1
3 Melukukan analisis risiko (inherent ataupun * Dokumen 1 hari Dokumen analisis risiko
resicual) atas setiap potensi risiko yang telah Y idemifikasi risiko
diidentifikasi ‘ * Kriteria dampak dan
C neabubilic
4, Menindaklanjuti hasil anzlisis Rask Tolerange
a) Jika perlu ditangani Ickih lanjut maka 4
akan disusun rencana penanganannva
b) Jila tidak perlu ditangzni karena masuk ke b
batas vang dapat ditolerir
o
3, Menctapkan peringkat risiko, skala prioritas % " Dokumen analisis 1 hari Dokumen analisis risiko
penanganan dan analisis penvebab :-:, risiko terbaharui
[ Menynsun rencana penanganan atas setiap X Dokumen analisis 1 hari Dokumen rencana
risika sesuai dengan skaly prioritas dan I B ' risiko terbaharui penanganan risiko
penvebab
7 |Mekksanakan eksekusi afas setiap rencana Dokumen rencana Laporan pelaksanaan
penanganan ] Penangamin risiko FenCcANa penanganan
8 Melakukan analisis risiko ulang setalah I—:i Laporan pelaksanaan 1 hari Dokumen analisis risiko
dilakukan penanganan & ' TENCana pnanganan terbaharui
9 Menyusun dan menyamp: ikan laporan atas * Dokumen analisis I hari Laporan peagelolaan risko
setiap aktifitas dalam penselolaan risiko 4 risiko terbaharui
| * Laporan pelaksanaan
[ rencana penanganan
; >,




C Y | O
10  |Mel:kukan analisis dan kansolidasi laporan Laporan pengelolaan 1 hari Leporan konsolidasi dan
pengelolaan risiko risko catatan hasil analisis
L 4
11 [Menindaklanjuti hasil an:lisis dan * Laporan konsolidasi Disposisi hasil analisis * Dinyatakan sclesai jika sudah
konsolidasi pengelolaan risiko dan catatan hasil masuk ke area vang bisa di tolerir
a) Jika tidak perlu dieskalasi namun perln b § énalisis atau event risikonya sudan lewat
dilarjutkan pengelolaanmya sampai dapat / \ % * Risk tolerance * Lanjutan penanganan risiko akan
dinyatakan selesai - mengulang proses nomer 2 atay 3
b) Jiika perlu dieskalasi ke risk steering \ /
comunittee untuk mendapat keputusan
¢} Jika tidak perlu dieskalasi dan status risiko b
dapat ditolerir
12 |Melikukan analisis atas pengajuan eskalasi Disposisi hasil analisis 1 hari Disposisi keputusan
—
i P
13 IMenindaklanjuti hasil anzlisis dan & * Disposisi keputusan
konsolidasi pengelolaan risiko * Risk tolerance
a) Jika perlu penanganan lanjutan oleh risk
owner '
b) Jika status risiko dapat ditolerir
14  |Mendokumnentasikan sehiruh leporan dan Laporan pengelolaan 1 hari Dokumen pustaka risiko
melakukan pemutakhiran pustaka risiko b é risiko yang terbaharui
GUBERNUR NUSA TENGGARA *
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LAMPIRAN VHI PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : <9 TAHUN 2016
TANGGAL /g OATBEER 2016

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal

Pengesahan

Disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur

Judul SOP Pengelolaan Arsip Dokumen Pengadaan Barang Jasa

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2014
tentang Penyelenggaran Kearsipan.

1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa.
2. Memahami tata naskah dinas.

3. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK dan Anggota POKJA.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan Pelimpahan
2. SOP Pelimpahan Kembali L. Komputer

, : : 2. Koneksi Internet
3.  SOP Klarifikasi

: 3. Kertas

4.  SOP Setting 4 Alatwitis
5.  SOP Sanggah
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Apabila tidak dilakukan pengarsipan Dokumen Pengadaan Barang Jasa
dengan benar, maka pengendalian arsip tidak optimal.




SOP Pengelolaan Ars'p

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas 3 KHa Seksi Monev Pelaksana Persyaratan/
f etariat ; g
Staf Sekn 9 dan Evaluasi Pengarsipan Perlengkapan kR Output Hatarangan
1 Menerima dan memeriksa kclengkapan Sumarry Hasil Lelang, 2 jam Checklisi dan Buku Arsip
dokumen pencrimaan pelimpahan dan C ) Dokumen Lelang, KAK,
dokumen pengadaan dari POKIA dan ] Berita Acara Hasil Lelang
PPK dan Kontrak
2 Menyerahkan doknmen penerimaan ! Sumarry Hasil Lelang, Checklis' dan Buku Arsip
pehimpahin dan dokumen pelitnpahan Dokumen Lzalang. KAK,
kepada Sckretaris ULP r Berita Acara Hasil Lelang 30 menit
[ dan Kontrak
3 |Memeriksa kembali kelengkapan Check list dokumen Disposisi
dokumen dari Pelaksana Pengarsipan pencrimaan dan dokumen
a.  Jika berkas lengkap dikernbalikan peblpai
kepida Pelaksana Pengarsipan ¥
/ \ 1 Jam
b.  Jika berkas tidak lengkap
dikembalikan kepada staf \/
sekretariat untuk mengec:k dan
mengumpulkan kembali berkas
4 Melakukan pencatatan dan penomoran Checklist dan Buku Arsip
dokumen Pengadaan Barang/Jasa
I Jam
3. [Mengelol arsip (menvimpan hard copy, Lemari Arsip, Buku Katalog,
sofl copy, membuat buku kendali dan 4 Buku Arsip

melakukan pemeliharaan arsip)

‘7 GUBERNUR NUSA TENGGAR,
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LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR X9  TAHUN 2016
TANGGAL /9ORDRER, 2016

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan olch Gubernur Nusa Tenggara Timur

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Judul SOP Barang/Jasa

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering.

1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa.
2. Memahami tata naskah dinas.
3. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK dan Anggota POKJA.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran 1. Komputer
2. SOP Menjawab Sanggahan 2. Koneksi Internet

3. Kertas

4. Alat tulis




pre iy
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah | 1. Copy berkas-berkas terkait pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan didata
dibakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai data elektronik danmanual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala ULP.
yang berlaku. 2. Berkas-berkas terkait pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan didata sebagai data
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP.
waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang
L harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana |




SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Sekretaris Persyaratan/
PA/KPA PPK Kepala ULP ULP POKJA ULP Picierkaen Waktu Output Keterangan
1 |Menyusun draft RUP 1) Daftar Hasil 1 minggu 1) Deaft RUP
C dentifikasi Kebutuhan
2) Standar Diava 2) 8K PPK, 8K Pejabat
| Masukan/Kelvaran Pengadaan, SK Anggota
i 3) Dokumen RUP, Pokja. SK PPLIP dan SK
i Website K/1./Pemda/l, Tim Tekmis
i papan pengumuman
| resimi, portal pengadaan
b nasional
{ 4} Daftar pegawai yang
i memenuhi persyaratan
{ untuk menjabat di
| organisasi pengadaan
2 |a.  Tika PA berkeinginan membahas | 1) Draft RUP I minggu
secara internal di SKPD, maka PA | 2) SK FPK, SK Pejabat
mengundang ULP untuk Pengadaan, SK Anggota
melaksanakan konsultasi rengenai b Pokja, SK PPHP dan SK
peinaketan pekerjaan yang tertuang 4 ' Tim Teknis
dalem draft RITP
b, Jika PA berkeinginan pelaksanaan
pembahasan oleh ULP, maka PA a
menyampaikan draft RUP kepada
ULp !
3 |Melaksanakan keordinasi dengan ULP dun :
melakukan perbuikan RUP l:'___| | Draft RUP
4. |Menyusun dokumen renceana umum 1) Daftar hasil 1 bulan 1) Dokumen RUP tersusun
pengadaan (RUP) beserta kelengkapannva, dentifikesi kebutuhan; dan diwmumkan pada
mengumumkan RUP pada website KJ/L, 2) Standar Biaya websile K/L, Pemda/l.
Pemda/l, papan pengumuman resmi dan Masukaw/Keluaran; papanR penguImuman resmi
portal pengadaan nasional serta menetapkan 3) Dokumen RUP; dan portal pengadaan
organisasi pengadaan Ij l 4) Daftar pegawai vang nasional;
memenuhi persyaratan 2) BK PPK, SK Pejabat
untuk memjabat di Pengadaan, SK Anggota

organisasi pengadaan.

Pokja. SK PPHP dan SK
Tim Teknis,




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Sekretaris Persyaratani/
PA/KPA PPK Kepala ULP ULP POKJA ULP Perlengkapan Viaktu Output Keterangan
Menerima Dokumen RUP kemudiun 1) Dokumen RUP 2 hari 1) Dokuraen RUP diterima|Pengkajian ulang RUP
menetapkan apakah diperlukan rapat 2) SK Anggota Pokja 2) Undargan Rapal dilakukan atas pertimbangan:
koordinas: kaji ulang RUP, 3) Disposis:. daflar nama Koordinasi Kaji [lang 1) Kebijakan umum
o o calon Pokia vang RUP terdistribusi atan pengadaan
a. Jika diperlukan rapat koordinasi maka b ditunjuk informas tidak diperfuken {2} Rancana Penganggaran
menyiapkan dan mendistribusikan "| rapat tersampaikan kepada | Biava Pengadaun
surat undangan, atau Sekretariat 3) |IKAK
Disposisi dokumen RUP
b Jika tidak diperlukan rapat koordinasi " kepads Selretaciat
maka menginformasikannya kepada
Selaetariat
Menerima Dokumen RUP kemudian 1) Dekumen RUP | hari 1) Dokuraen RUP diterima| Pengkajian ulang RUP
menugaskan Sekretaris ULP untuk 23 SK Anggola Pokja 2) Undargan Rapat dilakukan atas pertimbangan:
membuat surat perintah tugas/kepuiusan ¥ 3) Dizposis: daftar nama Koordinesi Kaji Ulang 1) Kebijakan unum
penetapen POKJA terhadap pakeat pekerjaan (:j calon Pokja yang RUP tercistribusi ateu |pengadaan
yang diserahkan PPK dan mendispoisikan ditunjuk informas| tidak diperlukan |2) Rencana Penganggaran
Dokumen RUP kepada Sekretars ULP rapal tersampaikan kepada | Biaya Pengadaan
Sekretariat 3) | KAK
Disposisi dokumen RUP
Menerima disposisi, menyviapkan SK 1) Lembar disposisi = 2) | hari 1) Disposisi diterima
POKJA ilan menginventarisasi dokumen Dokumen RIUP 3) 2) Surat
RUP dari PPK Undangan Rapat Ferintal/Keputusan
8.  Jika diperlukan kaji ulang maka “\ Koordinasi Kaji ulang P_cnelapan POKIA
dikeluarkan undangan rapul ( b 3) Dokuraen RUP
koordinasi kaji ulang RUP / terinventarisasi
- : " ™ 4) undanzan rapat
b. Eillw tidal.{ dlpr:r]u_kml k:l_i_l ulang. maka koordinasi kaji ulang
mlrmast perlu disampaikan kepada

POKJIA dan Petugas Sekretanal

RUP! informasi bahwa
tidak ada rapat diterima




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas ris a
PA/KPA PPK Kepaiu ULp | SN0 | oo iayp| Porsyaratan Waktu Output Keterangan
ULP Perlengkapan
8, |Menvampaikan kepada POKJA 1) salinan 8K POKJA | hari
a) Salinzn surat perintal/keputusan | 2) Dekumen RTIP
penetapen pokja; 3) Informiasi bahowa tidak
b) Dokwmen RUP; dan diperiukan rapat
¢) Informasi bahwa tidak diperlukan rapat koordinasi kaji ulang
koordines: kaji ulang RUP RUP
9. |1 Menginventarisasi undangan rapat Laptop, printer, ATK 1 hari 1) Undangan rapat
koordinasi kaji ulang RUF serta koordinasi kaji ulang RUP
2 Menvampaikan kepada POKIA- ¥ 2) Salinan SK POKJA
a. Salivan SK POKIA | | 3) Dekumen RUIP
b. Dokurnen Rup 4) Salinan Undangan
¢. Salinan undangan rapat koordinasi Rapat Kaji Ulang
kaji ulang RUP
10, |Menerima salinan SK POKJA dan 1) salinan 8K POKIA 1 har Bahan rapal/ Surat usulan

Dokuwnen KUP dan salinan undimgan
rapat/infarmasi tidak diperlukan rapat
koordinasi kaj ulang kemudian:

a. Jika menerima undangan maka

Selretariat memfasilitasi kebutuhan
POKJA ULP

menyiapkan bahan rapat dan meminta

b. Jika tidak diadakan rapat koordinasi
kgt ulang RUP moka memmbuat surat
usulan ada tidaknya perubahan RUP
dan menyampaikannya ke Kepala ULP

2) Dokumen RUP

3) Salman undingan
rapat/Informasi bahwa
tidak diperiukan rapat
koordinast kop ulang
RUP

ada tidaknva pervbahan
RUFP




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas PAKPA PPK Kepala ULP Sekretaris POKJA ULP Persyaratan/ Waktu Output Keteranaan
e uLp Perlengkapan 9

11 |Melaksanakan raput koordinasi pengkajian ¥ Undangan rapat, | hant Benla Acara Hasil Kaji
ulang RUP serta membuat beritu ucarn hasil | | dokumen RUP dan bahan ulang RTUP
rapal den menandatanganinya l I rapat vang disiapkun

POKJA

12 |1 Menyampaikan salinan beriln acara Berita Acara Hasil Rapat 1 han 1. Salinan berila acara
hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP Koordinasi Kaji Ulang hagsil rapat koordinasi kaji

kepada PA/KPA RUP ulang RUP diserahkan

Ij' : " kepada PA/KPA

2 Menyampaikan salinan berita acara I I 2. Salinan berita acara
hasil rapat koordinasi kaji ulang RUP hasil rapat koordinasi kaji

kepada Sekretaris 1TLP ulang RUP diserahkan

kepada Sekretaris [J1LP

13 |Menerima salinan berita acara hasil repat Salinan Berita Acara 1 hari 1. Salinan berita neara
koordimasi kaj: ulang RUP dari POKJA Hasil Rapat Koordinast hasil rapat koordinasi kaji
kemudian menginventurisasi, - Kaji Ulang RUP ulang RUP diterima dari
menyampaikan salinan kepada Kepals ULP POKIJA,
dan menyimpan berita acara hasil rapat L | 2. Salinan berita acara
koordinasi kaj: ulang RUP, hasil rapat koordinast kaji

ulang RUP
terinventarisasi.

14 |Menerima salinan benita acara hasil rapat Salinan Derita Acara I han Sulinen Benita Acara Hasil
koordinasi kaj: ulang RUP dari Sekreturis T Hasil Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Kaji
ULP ( J Kaji Ulang RUP Ulang RUP diterima dari

Sekretaris ULP

N




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Sekretaris Persyaratan/
' Keterangan
PA/KPA PPK Kepala ULP ULP POKJA ULP Perlengkapan Waktu Qutput ga
C j : ~

12 |Menyampaikan drafi sural usalan Drafi Surat Usulan 1 hari Traft Surat Uaulan

perubahan RUP kepada Kepala ULP untuk + perubahan RUP diterima

ditandatangani melalui Sekretaris ULP Kepala ULP
13 |Menenma dan menandatangant drafl surul Draft Surat Usulan 1 hari Draft Surat Thulan

usulan perubhahan RUP

perubahan RUT
tertandatangani

14 |Mengiaventarisasi, menyimpan, dan Sursl Usulan Perubaban |1 han Surat Usulan Perubalian
menvampaikan Surat TTsulan Perubahan RUIP RUP yang telzh
RUP vang telah ditandatangani Kepala ULP ditandatangani Kepala
{asli dikirimken kepada POKJA ULP dan | ULP terinventarisasi dan
salinan dikirinukm kepada PA/KPA melahi tersampaikan kepada
PPK). PA/KPA melalui PP

15 |Menerima, mempelajari dan menvampaikan Surat Usulan Perubahan |1 hari Surat Usulan Perubahan
surat usulan perubahan RUP kepada RUP RUIP diteruma PA/KPA.

PA/KFA




Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Sekretaris Persya
No PA/KPA PPK Kepala ULP ULP POKJA ULP Perleﬁgﬁ:::l Waktu Output Keterangan
16 |Menerima salinan Berita Acara Hasil Rapat | Derita Acara Hasil Rapat 1 hari 1. Salinan berita acara

Koordinasi Kaji Ulang RUP atau saliran Koordinasi Kaji (Mang hasil rapat koardinasi kaji

Surat Usulan Perubahun RUF dan RUP alau Sural Usulan ulang RUP atau salinan

mempelajan usulan perubahan RUP vang Perubahan RT/P Surat usulan perubahan

dijukam, RUP:

a.  Jika menyetupu usulan perubahan 2. Revisi rencana kerja
RUF maka merevisi Rencana Kena anggaran (RKA):
Anggaran (RKA) dan Rencana Umum / 3. Revisi rencana amum
Pengadann (RUTY, pengadaan (RUPY,

h. Jika tidak menvetujui nsulan 4. PPK. mendepat
perubahen RUP maka informasi untik
mengimformasikan kepada PPK untuk melanjutkan proses
melanjutkan proses pengadaan pengadaan

17 |Menetapkan REA dan RUP vang telah 1. Revisi Rencara Kerja 3 hart 1. Revisi Renvana Kerja
direvisi berdasarkan hasil pelaksanaan kaji 3 Anggaran (RKAJ, Anggaran (RKA)

ulang atau surat usulan perubahan RUP [:j 2. Revisi Rencana Umum ditetapkan,

Pengadaan (RUP). 2. Revisi Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
ditetapkan.
18 |Mengumumkan RUP dan menyerahkamnya Revisi RUP 1 hari Pengumuman ang RUP
kepada PPK dun Kepala ULP
19 |1 Menerima RUP vimg teluh direvisi dan Revisi RUP I hari 1. RUF hasil revisi
mempersiapkan proses penyusunan Rencana diterima dan proses

Pelaksanaan Pengadaan (RPP), 2 L 1 penvusunan Rencana

Menerimu RUP vang telah direvisi é Pelaksanaan Pengadaan

{RPP) dasiapkan,
2. RUP hasil revisi
diterima.

20 |Melanjutkan proses pengadaan Informasi nnmk 1 hari Informasi untuk

melanjutkan proses
pengadiuan

melanjutkan proses

pengadaan tersampaikan.

F‘f GUBERNUR NUSA TENGGARA
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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : <£9  TAHUN 2016
TANGGAL {yoh‘nﬁu» 2016

LAMPIRAN X

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal

Pengesahan B
Disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur

Judul SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

Barang/Jasa

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering.

1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa.
2. Memahami tata naskah dinas.
3. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK dan Anggota POKJA.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Survey Harga 1. Komputer
2. SOP Surat Masuk Biro Administrasi Pembangunan 2. Koneksi Internet
3. SOP Pengelolaan Arsip ULP 3. Kertas

4. Alat tulis

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Ketidaklengkapan berkas persyaratan mengakibatkan lelang tidak dapat

segera dilaksanakan




SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Barang/Jasa

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas i
PPK | Kepala ULP s":,’:t:"s POKJAULP| PAIKPA ::;:ﬁ:;:‘;:; Waktu Output Keterangan
1 Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) Rencana Umum Dokumen Rencana Dok RPP mefiputi: 1.
kemucian menyerahkannya kepada Sekretaris Unit { r‘j Pengadaan (final) | minggu  |Pelaksanaan Pengadaan Surat Pengantar 2.
Layanan Pengadaan (RPP) DPA Keglalan 3
RUP vang ditandatangani PA/KPA
4. Dok. Tekms yang terdiri dari: HPS
vang bertanggal dan sudah
ditandatangard, rancangan kontrak yeng
memuat SSUK dan SSKK. Untuk
Barang: spesifikasi teknis dilengkapi
dengen katalog jika ada, KAK  Untuk
Konstruksi: Spesifikasi teknis, KAK dan
Gambar Pekegaan. Untuk Konsultansi:
spesifikast teknis dan kualifikasi tenaga
ahli (kualifikusi pendidikan dan serhiikat
Keahlian) dan KAK. Untuk Jasa
lainnya: spesifikasi teknis dan KAK
5. Soft copy berkas kelengkapan
2 Menernima dan memeriksa kelengkapan dokumen RP2: Dok. KPP 1. Dok. RPP diserabkan
a ke lengkap maka membuat Berita Acara kepacin POK‘_]'J_\ ULP dan )
Kelengkapan Dok RPP. diserahkan kepada POKJA 3 salinannya disimpan sebagai
ULP, PPK dan disimpan sebagai arsip kemudian / \ a arsip 2, BA
tenginventarisasi dan menyampaikan dokumen b Kelengkapan Dok. RPP
RPP kepada POKJA ULP \\/ diserahkan kepada FOKJA
b Jika tidak lengkap, maka mengembalikan Dokumen ULP FPK dan Sl_llmﬂ_’myu
RPP kepada PPK dan membuat BA Kelengkapen disimpan achagai arsip.
Dok, RPP dun menyampaikannya kepada PPK dan
dlisimpan sebagai arsip
3 [Kepala ULP menerima dan mendisposisi Dok. RPP + Dok RPP Dok, RPP terdisposisi
kepada POKJA ULP l‘: ’
4. |Menerima BA Kelengkapan Dok. RPP dan kelengkapan Kelengkapan Dok Kelengkapan Dok, EPP
Dok. RPP ->+| I RFPP diterima
5. |Melakukan Rapat Pembahasun dan Kagi Ulang RPP dan Dok. RPT yang Berita Acara Pembahasan  |Hal-hal yang dibahas: sistem pemiithan
membuat berita acara rapat: telah lengkop dan Kaji Ulang RPP pengadaan, penetapan metode penila an
a.  Jika tidak terjadi kesepekatan antara PPK dan 5 4 kualifikasi, penyusunan jadwal pemitihan
POKIJA ULP maka POKJA ULF membuat surat \ b penyedia, peryusunan dokumen
permohenan keputusan PA/KPA. D pengadaan.

b, Jika tercapai kesepakaten maka POKJA ULP
welakukan persiapan urtuk rapat persiapan
peinilihan penvedia




Pelaksana Mutu Baku
Ne Altivitas PPK  |KepalaULP | %K™eWMS | oo uip| pakpa | Persvaratan | Output Keterangan
pa ULP Perlengkapan = oy .
1] Membuat Surat Permohonan Keputusan PAKPA L |Berita Acara Sural Permohonan
dilengkapi BA Pembahasan dan Kaji Ulang RPP dan Pembahasan dan Keputusan PAKPA
diserahkam Lepada Sekretaris ULP Kupi Ulang RPP dilampir1 BA Pembahasan
dan Kayi Ulang RPP
7 |Menerima Surat Permohonan Kepumusan PA/KPA dan Surat Permchonan Surat Permohonan
BA Pembahasan dan Kaji Ulang RI'P, dan 3 Keputusan PA/KPA Keputusan PAKPA
menvampaikannya ke Kepala ULP dilarnoin BA dilampiri BA Pembahasan
Pembaihasan dan dan Kaji Ulang RPP
Kaji Ulang RPP
o
8 Menerima Surat Permohenan Kepurusan PA/KPA dan Surat Permehonan Surat Permchonan
BA Pembahasan don Kaji Ulang RPP, dan Kepufusan PA/KPA Keputusan PA/KPA
menyampaikannya ke PA/KPA dilamnin BA dilampiri BA Pembahasan
Pembahasan dan dan Kaji Ulang RPP
Kaji Ulang RPP
9 |Menerima surai pengantar dan sura! permohonan Surat Permehomnan Surat Jawaba/Keputusan
keputusan PA/KPA, mempelajari surat permohanan . Keputusan PA/KPA final PA/KPA
keputusan PA/KPA dan memberikan surat dilampiri BA
jawaban/keputusan final kemudian menyampmkan Pembahasan dan
kepada PPK Kaji Ulang RFPP
10 |Menermma dan mempelajari surat jawaban dari PAVKPA, Surat RFP revisi
menetapkan RPP revisi (apabila ada perubahan) dan 4 Jawaban/Keputusan
menyampaikan kepada POKJA ULP melalui Kepala ULP I::I final PA/KPA
11 |Menenma salinan surat jawaban/keputusan final Surat Surat Jawaban/Keputusan
PA/KPA dan RPP Revisi kemudian mendisposisikan Jawatan/Keputusan finul PA/KPA dan RPP
kepada Sckretaris ULP final PA/KPA dan revisi terdispesisi kepada
RFP revisi Sckretaris ULP
12 |Menerima disposisi, menginventarisasi dan L Salinen surat Salinan surat ;awaban/
menyampaikan salingn surat jawabun/keputusan final ¢ jawaban/ keputusun keputusan final PA/KPA dan
PA/KPA dan RPP Revisi kepada POKJA TP final PA/KPA dan RPP revisi diserahkan
RFP revist kepada POKJA ULP dan
disimpan scbegai arsip




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Sekretaris Persyaratan/
PPK Kepala ULP POKJ PA &
pa ULP AULP| PAK Perlonohapan Waktu Output Keterangan
13 |Meneruma sulinam surat jawaban/keputusan final Salinen surat Salinan surat jawabar/ Membuat Derita Kaji Tang kedna (jika
PA/KPA dan RPP revis: 'L_I Jawaban/ keputusan keputusan final PA/KPA dun |adu).
| " final PA/KPA dun RPP revisi diterima
— RPP revisi
14 |Meloksanakan rapat persiapan pemilihan penyedia Dokwnen RPP Berita Acara Hasil Persiapan |Hal-hal vang dibahas: pemilihan sistem

revisi

Pemilihan Peryedia

pengadaan, penetapan metode penilaian
kualifikasi, penyusunan jadwal pemilthan
penyedia, penvusunan dokumen
pengadaan,

GUBERNUR NUSA TENGGARA FIMUR,

L FRANS LEBU RA/




LAMPIRAN XI  PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR  : 34 TAHUN 2016
TANGGAL : sg DLIDEER 2016

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur

Judul SOP Penyerahan Hasil Proses Lelang

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering.

1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa.

2. Memahami tata naskah dinas.

3. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK dan Anggota
POKIJA.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer
2. SOP Klarifikasi Penyedia Barang/Jasa 2. Koneksi Internet
3. SOP Pengelolaan Arsip Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 3. Kertas
4. Alat tulis
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Keterlambatan pelimpahan kembali menyebabkan keterlambatan SPPBJ

1. Copy berkas-berkas terkait pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan didata
sebagai data elektronik danmanual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala
ULP,

2. Berkas-berkas terkait pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan didata sebagai
data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP




SOP Penyerahan Hasil Proses Lelang

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas K- Sakai
POKJA Evaluasi & Sekretaris ULF | Kepala ULP | POKJA | Perlengkapan Waktu Output |Keterangan
Pelaporan
1 Membuat Kelengkapar administrasi
penverahan hasil lelang dan
menyerahkannya ke Kepala Seksi 20 menit
Evaluasi dan Pelaporan
2 Memeriksa kelgngknpan berkas Alat tulis dan sticky 30 menit Berkas/dokumen yang
penyerahan hasil pelelangan notes lengkap minimal berisi:
a.  Apabila berkas/dokumen sudah Surat Pengantar, Surat
lengkap. maka dilanjutkan dengan Usulan P aket Berita _
membuat drafl surat penyerahan ficwa Ky Ulzfng. B‘cnta
hasil lelang dan menyerahkannya Acara Eva!n.wsh Berita
beserta berkas ke Sekretaris ULP Acara Hasil Pelelangan,
b Berita Acara Negosiasi
b.  Jika berkas/dokumen belum (Bila perlu), soft copy
lengkap atau terdapat kekeliruan, N dokumen, dan lain-lzin
berkas dikembalikan ke POKJA
untuk diperbaiki dan dilengkapi.
a
3 Meneliti ulang surat penyerahan hasil Alat tulis dan sticky 20 menit Berkas/dokumen yang
lelang dan kelengkapannya notes lengkap minimal berisi:
a.  Jika sudah lengkap dan sesuai %UIT P;“i&“m; Sf’”“
maka diserahkan kepada Kepala 2 A::r:nl(a_ji %lauzm;eﬁta
LP 3
U \ Acara Evaluasi. Berita
b.  Jika belum lengkap dan terdapat < Acara Hasil Pelela“?”}-
kekeliruan di dalumnya, maka Berita Acara Negosiasi
berkas dikembalikan kepada
Kepala Seksi Evaluasi dan 4
Pelaporan | I




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Ka. Seksi
POKJA Evaluasi & Sekretaris ULP | Kepala ULP | POKJA | Periengkapan Waktu Output |Keterangan
Pelaporan
4 Menandatangani surat penycrahan hasil b ‘ Alat tulis 20 menit Draft Surat
lelang Penyerahan
Hasil Lelang
T
5 Menggandakan dan mendistibusikan | Alat tulis, amplop. 1 jam

peaverghan hasil lelang kepada SKPD

D

tanda terima dan mesin
fotocopy dan
kenderaan opcrasional

}t GUBERNUR NUSA TENGGARA JIMUR, é

Z RANS LEBU my/




